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ABSTRAK

Dalem pembukase UUD 190435 dinyataban balwa twjesn pembangunan
nasional adalah untuk mencapai masvarakat vang adil dan makmur, Salah satg upaLya
pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional adalal dengan fokus pada
penerimaan dari sekior pajak. Agar penerimaan dari sektor pajak dapat maksimal,
tdiperlukan kesadaran dan pemahaman yang memadai dari wajib pajak Lentang
perpajakan. Cleh karena ity dilakukan penelitian yang berlujusn menguji pemashaman
masyerakat Kota Pariaman terhadap peraturan pelaksanasn kewajiban perpajakan.
Tingkat pemahaman divkur dengan menggunakan media Kuesioner vang lerdiri dari
A0 pertanyaan dan dilakukan kepada 40 orang wajib pajak PPh arang pribadi di Keta
Pariaman dengan kriteria wajib pajak vang mempunyai NPWP dan berpenghasilan
diatas 'IRF per tahun, Variabel vang diukur adalah pemahaman terhadap
pengetahuan umum  PPh, prosedur pelakssnaan kewajiban wajib  pajok  dan
pelaksanaan pembayaran PPh, Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil Bahwa
wijib pajak PPh orang pribadi di Kota Pariaman tercolong paham. dengan lingkat
pemahaman 60,92%, sedangkan sisanya 39,08% wajib pajak orang pribadi i Kota
Pariaman kurang paham.
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BaB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Helakang

I3 dalam pembuksan Usdang-Undang Dasar 1943 dinyatakan bahwa
tajuan pembangunan nasicnal adalah umuk mewnjudkan suaty masvarskar vang
adil dan makmur. Uniuk melaksensken pembangunan puma mencapai fujuan
tersebut dibutuhkan dana vang tidak sedikit. Pada awalnyva, sebagian besar dana
tersebut berasal dart penerimasn pemerintab daed hasil penjuzlan minvak bumi dan
oas (migas). Mamun denpan terladinya resesi dunia dan situasi moneter
mternasional yang tidak menguntungkan serta merosotnya harga minyak dunia
pada pertengahan tahun 80-an telab menyebabkan berkurangnya kontribusi migas
dalam penerimaan negara. Terjadinya sitwesi ini, membuat pemerimah sadar
Bahwa penerimaan negara tidek bisa lagi sepenubnyva digantungkan pada sekior
migas ini. Pemerintal harus se;_gera mencart alternatif lain untuk tetap dapat
melanjutkan pembangunan,

Salah satu langkah yang diambil pemerintah pada saat ftw adaiah
mengubah arah kebijakan pembangunan dengan memfokuskan perhatian pada
penerimaan negara dari sektor pejak, Cleh karena itu, pada tahun 1983 pemerinah
melekukan gerakan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPMN) yakni
dengan melakuken perombakan secara total pada peraturan-peraturan dibidang
perpajakan,

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undiang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yvang digunakan
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unik  membiayvai pengeluaran pemerimtah  dalam  rangka meningkatkan
kesejahieraan umuom, Dari pengertion pajuk terschut tergambar bahwa salah saty
lungs1 pajak vaitu sebagai sumber penerimaan bagi nepara,

P'ada saal ini. bagi Indonesia, penerimaan dari sekior pajak merupakan
safah satu andalan utama disamping penerimaan dari sektor migas, Namun, fungsi
dan peranan pajek schagai salah satu sumber prnerimaan negara yveng utema di
Indonesia untuk beberapa tabun kedepan akan semakin berat. Hal ini disebabkan
karena proses pemulihan ekonomi dan stabilitas sosial politik vang sedeng
dilakukan di Indonesia pada sant ini akan mempengaruhi perkembangan usaha
dan investasi. kesempatan kerja, produksi serta distribusi barang dan jesa vang
selanjutnya akan herpengarvh pada penghasilan dan daya beli masyarakat secara
keselurubon serta pada akhimya akan berpengaruh pada penerimaan negara dari
sektor pajak. Oleh karena i, untuk meningkatken fungsi dan peranannya dalam
rangka mendukung  kebijakan  pembangunan nasional  khususnya  dibidang
chonomi, maka pada sahun 2000 pemerintah melakukan perubahan terhadap
beberapa undang-undang dibidang perpajakan,

Salah satu dari undang-undang vang diubah tersebut adalsh Undang-
Undang No.2¥ tabun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
vang merupakan perubaban ketiga, dan Undang-Undang Ne. 17 ahun 2000
tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubshan ketiga atas Undang-
Undang NMo. 7 tahun 1983, Perubahan undang-undang tersebut tetap herpegang
pada prinsip-prinsip perpajaken yamg dianul sccara universal vaitu keadilan,
kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara dan tetap

mempertahankan sistem self assessmenr, Pemberlakuan Undang-Undang No. 16
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian tentang analisis tingkat pemabaman wajib pajak orang pribadi
lerhadap perturan pelaksanaan kewajiban perpajakan vang dilakukan di Ko
Pariaman, dengan cara menpambil sampel sebanyak 40 responden yang memiliki
SNEPWP (nomor pokok wajib pajak) dan memilikl penghasilan diatas PTRP
{penghasilan tidak kena pajak). Dengan cara membagikan kuisioner kepada para
responden,

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga vanabel ymtu
pemahaman tentang pengetabuan umum wajib pajak terhadap pajak penghasilan,
pemabaman  terhadap  prosedur  pelaksanaan  kewsjiban wajib  pajak dan
pemahaman terhadap prosedur pembayaran pajak penghasilan.

Berdasarkan data vang diperoleh dari penelitian tingkat pemahaman wajib
pajak PPh dikota pariaman sehesar 60.92%, in berarti bahwa waib pajak FPPh
paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakn. Akan tetapr angka
ini masih dinilai rendah kama hanya melebihi sedikit dari nilai tengah vaitu
sebesar 30%. Dan dari keliga varabel vang diteliti terdapat perbedaan tinghkat
pemahaman wajib pajak terhadap masin-masing variabel. Dimana tingkal
pemahaman wajib pajak temang prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak
lebih baik daripada fingkat pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan PPh yaitu
sehesar 77.08%. Sedangkan pemahaman terhadap pengetahuan umum PPh paling

rendzh vaitu hanya sebesar 54,16%.
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